5.1

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan

pada bab sebelumnya mengenai analisis komparatif pengaruh Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

terhadap Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Bojonegoro dan

Kabupaten Lamongan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan objektif sebagai

berikut:

1.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terbukti berpengaruh positif
dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten (UMK) baik di Kabupaten
Bojonegoro maupun di Kabupaten Lamongan. Hal ini menunjukkan bahwa
penguatan kemandirian fiskal daerah memberikan ruang belanja yang lebih
sehat bagi pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur penunjang
ekonomi. Kondisi ini secara tidak langsung meningkatkan kapasitas ekonomi
dan kemampuan bayar pelaku usaha untuk memenuhi standar upah
minimum pekerja. Secara komparatif, tingkat elastisitas kenaikan PAD
terhadap peningkatan nilai UMK di Kabupaten Bojonegoro tercatat sedikit
lebih tinggi daripada Kabupaten Lamongan.

Pertumbuhan Ekonomi secara parsial menunjukkan arah koefisien yang
positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum
Kabupaten (UMK) di kedua wilayah penelitian. Fenomena ini
mengindikasikan bahwa lonjakan output ekonomi makro daerah (PDRB)
tidak ditransmisikan secara langsung atau instan ke dalam kebijakan
pengupahan pada tahun berjalan. Di Kabupaten Bojonegoro, tidak

signifikannya pengaruh ini disebabkan oleh struktur ekonomi yang
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didominasi oleh industri ekstraktif migas yang bersifat padat modal yang
minim serapan tenaga kerja lokal secara massal. Sementara di Kabupaten
Lamongan, tidak signifikannya pengaruh disebabkan oleh rigiditas regulasi
pengupahan nasional (seperti PP No. 51 Tahun 2023) yang membatasi
pergerakan upah di sektor pasar kerja padat karya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan temuan komparatif yang
sangat kontras di antara kedua wilayah, Di Kabupaten Lamongan: IPM
berpengaruh positif yang sangat besar dan signifikan secara nyata terhadap
UMK. Hal ini secara mutlak mengonfirmasi keabsahan Human Capital
Theory bahwa investasi pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar
hidup layak secara linier mampu meningkatkan produktivitas marjinal
pekerja dan memberikan daya tawar yang kuat dalam formulasi upah. Di
Kabupaten Bojonegoro: IPM menunjukkan hubungan bernilai positif namun
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penentuan nilai UMK. Kondisi
asimetris ini mencerminkan adanya gejala dualisme ekonomi di Bojonegoro,
di mana melimpahnya modal fiskal daerah belum bertransformasi secara
optimal menjadi modal manusia yang memiliki relevansi produktivitas tinggi
di pasar kerja sektoral.

Secara simultan (Uji F), variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap nilai Kebijakan UMK
baik di Kabupaten Bojonegoro maupun Kabupaten Lamongan. Daya
penjelas model ini tecermin dari nilai Koefisien Determinasi (R?) yang sangat
kuat, yaitu mencapai 95,78% untuk Kabupaten Lamongan dan 93,77% untuk

Kabupaten Bojonegoro. Artinya, variasi naik-turunnya nilai upah minimum di
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kedua daerah klaster regional tersebut di atas 93% ditentukan oleh
kombinasi ketiga variabel independen dalam model skripsi ini.

Saran

Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro:

Akselerasi Diversifikasi Ekonomi Wilayah, Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro disarankan untuk memanfaatkan secara agresif penerimaan
PAD sektor migas guna mendanai stimulus hilirisasi sektor non-migas
(seperti industri pengolahan komoditas pertanian, UMKM moderen, dan
pariwisata daerah). Langkah ini krusial untuk menggeser struktur ekonomi
menuju orientasi padat karya agar pertumbuhan perekonomian daerah ke
depan lebih elastis dalam menaikkan upah riil pekerja.

Sinkronisasi Anggaran IPM dengan Kebutuhan Pasar, Pemerintah
daerah perlu mengevaluasi dan merestrukturisasi sasaran program
pendidikan dan pelatihan kerja. Alokasi APBD disarankan difokuskan pada
penguatan sekolah vokasi (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis
sertifikasi kompetensi industri terapan agar angkatan kerja Bojonegoro
memiliki daya tawar tinggi di hadapan dewan pengupahan dan pelaku usaha
korporasi.

Bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan:

Retensi dan Penguatan Kualitas Modal Manusia, Mengingat IPM
adalah motor penggerak utama kenaikan UMK di Kabupaten Lamongan,
Pemerintah Kabupaten Lamongan wajib mempertahankan capaian indeks
tersebut melalui program perluasan akses pendidikan tinggi (seperti

beasiswa daerah berkelanjutan) dan penguatan fasilitas kesehatan dasar di
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wilayah pedesaan guna mencegah terjadinya fenomena pelarian modal
manusia unggul ke kota besar.

Insentif Fiskal bagi Sektor Usaha Padat Karya, Mengingat kenaikan
standar upah di Lamongan berkorelasi kuat dengan tuntutan IPM pekerja,
pemerintah daerah perlu mengimbanginya dengan memberikan kemudahan
regulasi investasi, penyederhanaan perizinan usaha, dan insentif pajak
daerah bagi pelaku industri padat karya dan UMKM lokal agar stabilitas
operasional perusahaan tetap terjaga dan terhindar dari risiko pemutusan
hubungan kerja (PHK).

Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti berikutnya yang berniat mengkaji topik linear disarankan untuk
memperluas cakupan observasi empiris dengan memasukkan variabel
variabel intervensi ekonomi makro dan sosial penting lainnya yang belum
terakomodasi di dalam model penelitian ini, seperti variabel Tingkat Inflasi
Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Volume Investasi
(PMDN/PMA). Selain itu, disarankan pula untuk mengombinasikan metode
kuantitatif ini dengan pendekatan kualitatif (mixed methods) melalui
wawancara mendalam bersama unsur tripartit pengupahan (Dewan
Pengupahan, Asosiasi Pengusaha Indonesia/APINDO, dan Serikat Buruh)
untuk membedah dinamika politik ekonomi lokal secara lebih holistik.
Implikasi Hasil Penelitian
Implikasi Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian komparatif ini memberikan kontribusi
ilmiah dalam memperkuat sekaligus memberikan batasan kontekstual

terhadap pemanfaatan Human Capital Theory (Gary Becker) dan Teori
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Pengupahan Ekonomi Neoklasik pada level ekonomi regional. Penelitian ini
membuktikan bahwa bekerjanya asumsi teori modal manusia di mana
peningkatan kualitas manusia otomatis menaikkan produktivitas dan upah riil
sangat bergantung pada karakteristik struktur ekonomi lokal. Pada daerah
berbasis padat karya kompetitif seperti Kabupaten Lamongan, teori tersebut
terbukti bekerja secara presisi. Namun, pada daerah dengan tingkat
ketergantungan industri ekstraktif padat modal yang tinggi seperti Kabupaten
Bojonegoro, teori ini mengalami anomali karena determinan upah cenderung
bergeser pada faktor kapasitas fiskal daerah dan regulasi normatif daripada
produktivitas tenaga kerja rata-rata.
Implikasi Praktis dan Kebijakan

Secara praktis, bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, hasil
penelitian ini membawa implikasi bahwa melimpahnya kapasitas fiskal dari
dana bagi hasil (DBH) migas tidak akan memberikan dampak kesejahteraan
jangka panjang bagi buruh lokal apabila tidak dialokasikan secara radikal
untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi manusia penunjang sektor
industri terapan non migas. Bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan,
implikasi  kebijakan menekankan pentingnya menjaga konsistensi
keunggulan mutu modal manusia (IPM) sebagai instrumen utama daya saing
wilayah untuk mempertahankan posisi upah minimum yang kompetitif di

Jawa Timur.
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